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Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap 
Persetubuhan Anak di Bawah Umur dalam studi putusan nomor 32/ Pid.Sus.Anak 
/2016/PN.Dps, yang membahas bagaimana pertimbangan hakim tentang 
persetubuhan anak di bawah umur dalam putusan nomor 32 / Pid.Sus.Anak / 2016 
/ PN.Dps dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap persetubuhan anak 
di bawah umur dalam putusan nomor 32 /Pid.Sus.Anak /2016/ PN.Dps? 
Data yang di perlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik 
dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan 
metode deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh 
kesimpulan yang baik dan di analisis menurut hukum pidana islam  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim nomor  
32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps adalah perbuatan terdakwa telah melanggar norma 
agama dan asusila serta membuat korban mengalami trauma, adapun hal yang 
meringankan terdakwa masih di bawah umur, terdakwa berperilaku baik selama 
persidangan berlangsung, terdakwa juga belum pernah di hukum serta terdakwa 
mengakui kesalahannya. Jika di tinjau dari asas legalitas hukuman yang di jatuhkan 
kurang memberatkan. Akan tetapi jika di tinjau dari sisi lain hukuman ini bersifat 
mendidik untuk terdakwa yang masih di bawah umur. Pandangan hukum pidana 
Islam terhadap putusan nomor 32/ Pid.Sus.Anak /2016/PN.Dps tentang 
persetubuhan dibawah umur di kategorikan sebagai jarimah zina ghoiru muhṣhan, 
pada jarimah zina ghoiru muhṣhan ini diancam dengan hukuman dera sebanyak 100 
kali dan pengasingan selama 1 tahun yang dimana sudah sesuai atas perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa yang belum terikat pernikahan atau masih berstatus lajang.  
Dengan kesimpulan diatas, maka sebaiknya aparat penegak hukum, 
terutama para hakim agar menegakan hukum dengan adil terhadap pelaku kejahatan 
dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang sesuai dengan nilai-nilai keadian 
dan juga di harapkan bisa mempertimbangkan lagi dalam memutus perkara dan 
memberikan sanksi kepada terdakwa agar tidak menguntungkan atau meringankan 
terdakwa. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta 
karunia terbesar bagi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan 
potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang juga sumber 
daya manusia yang berperan penting dalam upaya pembangunan nasional. 
Semakin baik keperibadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan 
bangsa di masa depan. 
Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental 
maupun sosial. Namun, untuk dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut 
bukanlah suatu hal mudah. Persoalan kejahatan selanjutnya menjadi 
problem yang serius bagi suatu bangsa ataupun negara. Perampok, 
penodong, pembunuh, pencabulan dan pemerkosaan merupakan contoh dari 
berbagai kejahatan di masyarakat1.  
Berdasarkan jenis contoh kejahatan tersebut, persetubuhan 
merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi. 
Persetubuhan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan 
(kesopanan) atau perbuatan yang keji. Adapun yang termasuk dalam 
kategori nafsu birahi yaitu ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-
 
1 Mien, Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, (Bandung: PT. Alumni, 2005), 94. 

































raba buah dada dan bersetubuh2. 
Korban pada jenis kejahatan ini tidak memandang usia, baik orang 
dewasa maupun  anak-anak. Bahkan, tindak pidana persetubuhan seringkali  
terjadi pada anak-anak belakangan ini. Penyebabnya antara lain karena 
anak-anak lebih mudah dipengaruhi, diajak atau dibujuk sehingga pelaku 
kejahatan merasa anak-anak dapat dengan mudah menjadi sasaran untuk 
pelampiasan hasrat seksual orang dewasa. 
Persetubuhan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan 
yang semakin berkembang dari waktu ke waktu yang masih memerlukan 
penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana terhadap 
kesusilaan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. 
Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat untuk menanggulangi tindakan 
tersebut. Tetapi, untuk memberantas tindak pidana secara tuntas sangatlah 
sulit karena pada dasarnya tindak pidana akan senantiasa berkembang pula 
seiring dengan perkembangan masyarakat. Adami Cazawi mengungkapkan 
bahwa tindak pidana persetubuhan adalah suatu tindak pidana yang 
bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai 
dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang 
dapat merangsang nafsu seksual3. Misalnya mengelus-elus atau 
menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium 
mulut seorang perempuan. 
 
2 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia), 29. 
3 Adami Chazawi. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. (Jakarta: Raja Grafindo, 2005),  80. 

































Tindak pidana persetubuhan pasti akan memberikan dampak yang 
negatif kepada anak, terutama pada masa pertumbuhan anak. Bahkan 
dampak tersebut akan selalu tersimpan dalam memori anak sampai ia 
tumbuh dewasa. Sehingga, anak akan mengalami trauma psikis yang luar 
biasa. Anak akan selalu terbayang dan merasa ketakutan ketika melihat 
seseorang yang dirasa mirip dengan pelaku. Upaya pemulihan psikis anak 
berupa bimbingan konseling hingga psikiatri, itupun memerlukan waktu 
berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Hal itu juga tidak menjamin 
bahwa keadaan psikis anak bisa kembali seperti semula4. 
Tindak pidana persetubuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari pasal 
289-296 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. 
Tindak pidana persetubuhan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun 
diatur pula pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak. Dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) menjelaskan bahwa: 
“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 
Sebagai upaya pemberantasan tindak pidana persetubuhan, 
penjatuhan pidana penjara merupakan pidana yang umumnya dijatuhkan 
oleh hakim kepada pelaku. Perlu diketahui bahwa selain untuk memberantas 
 
4 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi ., 3. 

































suatu tindak pidana atau menghadapi kejahatan. Berbagai macam produk 
perundang-undangan pidana di Indonesia, antara lain ada yang 
mencantumkan pidana maksimal khusus saja. Namun, ada beberapa 
peraturan yang mencantumkan pidana minimum khusus dalam perumusan 
deliknya. 
Hal yang menarik dari pembentukan Undang-Undang Perlindungan 
Anak bahwa ketentuan mengenai tindak pidana persetubuhan anak yang 
diatur merupakan salah satu contoh produk undang-undang yang mengatur 
tentang pidana maksimal khusus dan pidana minimum khusus di dalam 
perumusan deliknya. Hal ini, tentu berbeda dengan ketentuan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengenal ketentuan 
pidana minimum umum. 
Sebagaimana uraian yang telah dijelaskan di atas, delik 
persetubuhan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur bahwa 
pelaku yang melakukan suatu tindak pidana persetubuhan terhadap anak, 
akan diancam dengan sanksi pidana yaitu pidana minimum 5 (lima) tahun 
dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara5. Artinya, dalam penjatuhan 
sanksi nantinya pelaku dapat dikenai sanksi penjara tidak lebih singkat dari 
pidana minimum khusus dalam ketentuan pasal tersebut. 
Salah satunya adalah kasus tindak pidana persetubuhan yang 
ditangani di Pengadilan Negeri Denpasar. Dengan terdakwa anak laki-laki 
berusia 16 tahun yang masih duduk di sekolah SMK (Sekolah Menengah 
 
5 Undang undang perlindungan anak Nomor 34 tahun 2014 

































Kejuruan). Yang bermula pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar 
pukul 21.00 wita menggunakan sepeda motor miliknya untuk menjemput 
teman laki lakinya digang rumahnya dengan tujuan untuk bermain 
playstation di Jl. Akasia Denpasar, yang dimana terdakwa sudah bersama 
korban yang di boncengnya namun korban hanya sebagai penontonnya 
dikarenakan tidak bisa maen playstasion sekitar pukul 23.30 WITA setelah 
selesai bermain playstation. Mereka bertiga pergi ke rumah saksi yang 
bernama I PUTU JONATHAN Jl. Letda Reta (kampung Flores) Gg. 
Harnum Denpasar. Sesampainya di rumah I PUTU JONATHAN, korban 
dan terdakwa masuk ke kamar I PUTU JONATHAN. Yang awalnya hanya 
menonton televisi, kemudian saat I PUTU JONATHAN keluar kamar 
dengan alasan ke toilet dan saat itu juga terdakwa melaksanakan aksinya 
dengan cara merayu atau membujuk korban dan memaksa membuka celana 
untuk di ajak berhubungan intim namun usaha terdakwa gagal karena 
korban menolaknya. Tak lama kemudian terdakwa mengancam tidak mau 
mengantarkan pulang jika permintaannya tidak diperbolehkan. Karena 
korban takut jika tidak diantarkan pulang maka korban mau melakukan 
hubungan intim bersama terdakwa sampai 3 kali. Pada pukul 05.00 wita, 
terdakwa mengantarkan pulang korban menggunakan motornya sampai 
depan gang. Sesampai di rumah korban menceritakan kejadian tersebut 
kepada orang tuanya yang kemudian melaporkan apa yang telah dilakukan 
terdakwa terhadapmya. 
Menurut  Pasal  1  angka  8  KUHAP, Hakim adalah  pejabat  yang  

































diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili6. Berkenaan dengan 
penjatuhan putusan  oleh  hakim  terhadap  pelaku,  maka  seorang hakim  
akan  menjatuhkan vonis diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam 
Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah terdapat batasan minimum 
dan maksimum pada ancaman pidananya, sehingga seorang hakim dapat 
saja menjatuhkan vonis dalam batas yang minimum dan bisa juga dalam 
batas yang maksimum. Hanya saja, di dalam praktek nyata masih terdapat 
beberapa hakim yang menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah batasan 
minimum khusus. 
Pada persidangan tersebut Jaksa menuntut Terdakwa menggunakan 
pasal yakni 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak  namun pada 
akhirnya hakim memutuskan Putusan Nomor 32/ Pid.Sus. Anak/ 2016/PN 
Dps dengan pidana penjara 1 tahun, dalam hal ini hakim menjatuhkan di 
bawah minimal yang telah ada pada pasal 81 ayat 1 Undang-Undang 
Perlindungan Anak. 
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul Tinjauan Hukum 
Pidana Islam Terhadap Sanksi Persetubuhan Anak Dibawah Umur (Studi 





6 Putra akbar, KUHAP, Wipress,cet. Ke 1, 2008 , 561. 

































B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat 
diidentifikasikan beberapa masalah yang timbul sebagai berikut :  
1. Pertimbangan hakim tentang putusan Nomor 32 /Pid.Sus.Anak /2016 / 
PN.Dps yang di bawah ketentuan batas minimal.  
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang putusan hakim Nomor 32 
/Pid.Sus.Anak /2016 / PN.Dps. 
3. Batasan usia anak yang dianggap cakap untuk bertindak hukum sendiri 
dalam hukum Islam dan hukum positif  
 
C. Rumusan Masalah 
Dari batasan masalah diatas, adapun rumusan masalah yang akan diteliti 
oleh penulis adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang persetubuhan anak dibawah 
umur dalam putusan Nomor 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps? 
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap persetubuhan 
dibawah umur dalam putusan Nomor 32/ Pid.Sus.Anak /2016/ PN.Dps? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau 
penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti 
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 
merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atas penelitian tersebut. 

































Penelitian tentang tindak pidana membujuk anak untuk melakukan 
persetubuhan memang sudah cukup banyak dan beragam, namun 
keberagaman tema tersebut justru merefleksikan suatu yang berbeda baik 
mengenai obyek maupun fokus penelitian sebagai berikut: 
1. Penelitian atau tulisan yang sejenis adalah tulisan Ika Fenny Widiawati 
Fakultas Syari’ah prodi Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Ampel 
Surabaya tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman 
Bagi Perempuan yang Membujuk Anak laki-laki Melakukan 
Persetubuhan (studi putusan N0.815 K/PID.SUS/2014)”. Dengan 
kesimpulan dalam menjatuhkan sanksi pada terdakwa dilihat dengan hal 
yang terdakwa merusak masa depan korban yang masih tergolong anak-
anak, sedang yang meringankan karena terdakwa belum pernah 
dihukum dan menyesali perbuatannya. Dan menurut analisis hukum 
pidana islam, perbuatan terdakwa dikenai hukuman ta’zir. 
2. Tulisannya Moh.Syafroni Fakultas Syari’ah prodi jinayah siyasah, UIN 
Sunan Kali Jaga Yogyakarta tahun 2009 tentang “Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Tindak Pidana Pedofilia” dengan kesimpulan tindak 
pidana pedofilia terjadi apabila ada persetubuhan itu di luar pernikahan 
yang sah antara keduanya, pelaku adalah orang dewasa. Korban belum 
dewasa. Sedangakan menurut hukum Islam hukuman rajam memang 
layak dijadikan sanksi tindak pidana pedofilia. 
3. Tulisannya Risnawati Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana Universitas 
Hasanudin Makassar tahun 2014 tentang “Tinjauan Yuridis Tindak 

































Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (studi kasus putusan No 
761/Pid.B/2013/PN.Makassar)” dengan kesimpulan penerapan hukum 
pidana materil pada putusan telah sesuai dengan pertimbangan hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan hukuman. 
4. Tulisannya Shohibul Nur Hamdan Fakultas Syariah Prodi Hukum 
Pidana islam Universitas UIN Surabaya 2018 tentang “ Tinjauan Hukum 
Pidana Islam Terhadap Sanksi Pencabulan Anak di bawah umur dalam 
putusan Nomor 237/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BWI dengan kesimpulan 
menjelaskan tentang sanksi anak yang melakukan tindak pidana 
pencabulan yang menjadikan perbedaan dengan tulisan saya pada denda 
serta sanksi masa tahanan penjara yang lebih ringan  
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusah masalah diatas, maka penelitian dalam penulisan 
skripsi ini sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan 
Negeri Nomor 32/pid.sus.anak/2016/PN Dps Tentang Membujuk Anak 
Melakukan Persetubuhan dengannya. 
2. Untuk mengetahui Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim 
tentang persetubuhan anak dibawah umur dalam putusan Nomor 32 
/Pid.Sus.Anak /2016 / PN.Dps. 
 
 




































F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Kegunaan hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam hal : 
1. Aspek keilmuan (teoritis)  
Diharapkan bisa sebagai sumbangan pemikiran dan khasanah ilmu baru 
bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah khususnya di UIN Sunan 
Ampel tentang Membujuk Anak Bersetubuh dengannya 
2. Aspek Praktis.  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 
penelitian yang akan datang serta sangat berharap dapat dijadikan 
landasan atau acuan bagi penegak hukum untuk membuat putusan atau 
penerapan sanksi bagi pelaku. 
 
G. Definisi operasional 
Untuk mempermudah memahami judul skirpsi yang akan penulis bahas, 
maka di rasa perlu untuk menjelaskan secara operasional sebagai berikut: 
1. Hukum pidana Islam adalah perbuatan manusia yang dinilai sebagai 
pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya baik pelanggaran-
pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik. Dalam 
hal ini mengenai Jarimah had yakni membujuk anak untuk melakukan 
persetubuhan (zina). 

































2. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan.  
3. Putusan Nomor 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps adalah putusan 
mengenai perkara membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. 
H. Metode penelitian 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 
tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti sarana yang 
dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta 
mengembangkan ilmu pengetahuan.  
1. Data yang dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah: 
a. Putusan Nomor 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps tentang tindak 
pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. 
b. Teori Hukum pidana islam terhadap Putusan Nomor 
32/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps. 
2. Sumber Data 
Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder 
yang terdiri dari:  
a. Bahan Hukum Primer 
bahan hukum primer yang dipakai , yaitu: 
1) Putusan Nomor 32 /Pid.Sus.Anak /2016 / PN.Dps  
2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak. 
b. Bahan Hukum Sekunder 

































Bahan hukum Sekunder yang digunakan antara lain: 
1) Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah 
Bunga Rampai). PT Alumni, Bandung, 2005. 
2) R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta 
komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Bogor, 
Politeia, 1995. 
3) Adami Chazawi. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Raja 
Grafindo. 2005. Jakarta. 
c. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengambilan data adalah teknik pengumpulan data 
yang secara riil (nyata) digunakan dalm penelitian, bukan yang 
disebut dalam literatur metodologi penelitian. Adapun teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. 
Teknik Dokumentasi adalah menghimpun data-data yang menjadi 
kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada baik berupa 
buku, artikel, koran dan lainnya sebagai data penelitian. Dalam hal 
ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dari Putusan 
Nomor 32/Pid.Sus.Anak /2016/PN.Dps. 
d. Teknik Pengolahan Data  
Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan 
tersebut kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai 
berikut: 
1) Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, 

































terutama dengan kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan 
keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini 
penulis akan memeriksa kembali kelengkapan data-data Putusan 
Nomor. 32 /Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps Tentang Membujuk 
Anak Melakukan Persetubuhan dengannya 
2) Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang 
diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 
yang tersusun pada bab III tentang tindak pidana membujuk anak 
untuk melakukan persetubuhan perkara pada Putusan Nomor 
32/Pid.Sus.Anak /2016/PN.Dps 
3) Analyzing, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan pada 
bab III dan menganalisis pada bab IV dalam rangka untuk 
menunjang atas proses menjawab permasalahan yang 
dipaparkan di dalam rumusan masalah. 
e. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1) Teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan 
tentang tindak pidana membujuk anak untuk melakukan 
persetubuhan dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 
32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps. 
2) Deduktif, yaitu pola fikir yang membahas persoalan yang 
dimulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum berupa 
tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Nomor 

































32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps kemudian ditarik suatu 
kesimpulan yang bersifat khusus dari penelitian yang dilakukan. 
 
I. Sistematika masalah 
Agar memudahkan dalam pembahasan dan untuk mudah memahami maka 
dibuat sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum sebagai 
berikut: 
Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi 
latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 
definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab II, pada bab ini membahas tentang hukuman jarimah hudud (had 
perzinaan) secara umum menurut Hukum Islam yang meliputi pengertian 
tindakan persetubuhan, sansi yang di berikan kepada pelaku serta dasar yang 
harus digunakan dalam tindakan pidana persetubuhan. 
Bab III, bab ini mememaparkan tentang hasil dari Putusan Nomor 
32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps Tentang Membujuk Anak Melakukan 
Persetubuhan Dengannya. 
Bab IV, bab ini memaparkan hasil analisis pertimbangan hakim dari 
Putusan Nomor. 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps  
Bab V,  bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran 
dari penelitian ini. 
 



































TINDAK PIDANA ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 
A. Pengertian Hukum Pidana Islam  
Hukum pidana Islam sering disebut dengan fiqh jinayah. Fiqh jinayah 
terdiri dari dua kata fiqh secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab 
Khallaf adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ praktis yang diambil dari 
dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara’ 
yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.1 Sedangkan 
Jinayah secara istilah sebagaimana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir 
Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik 
perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.2 
Dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana dalam hukum Islam disebut 
dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara’ (Al Qur’an dan 
Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal 
(intelegensia). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan 
seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang 
dilarang. Para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-
perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, 
pembunuhan, dan sebagainya.  
Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-
perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan Qishash, tidak termasuk 
 
1 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, ke 8 , 1968, 11. 
2 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ Al Jina’I Al Islami Muqaranan bi Al- Qanan Al-Wad’, (Beirut: 
Mu’assasah Al-Risalah,1992), cet, ke-11, jilid 2, 67S.   

































perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta’zir. istilah lain yang 
sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara’ 
yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir. 3 Lebih khusus, jarimah 
didefinisikan sebagai kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara’ yang 
pelakunya dikenai hukuman lewat proses pengadilan. 
Menerangkan juga bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah 
apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam 
masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat 
atau bendanya, atau merugikan nama baiknya atau perasaannya atau 
pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.4 
Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan dari tiap-tiap jarimah 
yang hendaknya memenuhi unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, seperti : 
1. Nash (Ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman 
terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun syar”i). 
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-
perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut 
unsur materiil (rukun maddi). 
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai  
pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini 
biasa disebut unsur moril (rukun adabi).5  
Namun secara umum Secara umum, pengertian Jinayah sama dengan 
 
3 Djazuli, A, Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2000, 1.  
4 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidina Islam, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-5, 1993, 1. 
5 Ibid.,6. 

































hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang 
yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai 
dan lain sebagainya. Adapun Jarimah dilihat dari segi berat ringannya 
hukuman ada tiga jenis yaitu : 
1. Hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman 
hukumannya ditentukan oleh nash. Yaitu hukuman had tidak 
mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh 
perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili 
(Ulil Amri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam 
jarimah hudud ada tujuh, yaitu: 
a. Zina  
b. Qadzaf (menuduh zina) 
c. Sar’iqah, (Pencurian) 
d. Perampokan atau Penyamunan (hirabah) 
e. Pemberontakan (al-bagyu) 
f. Minum-minuman keras, dan riddah (murtad) 
2. Qisas diyat yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas dan 
diyat. Baik hukuman qisas maupun diyat merupakan hukuman yang 
ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi 
menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan 
hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Hukum qisas diyat 
penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum qisas bisa 

































berubah menjadi diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila 
dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.  
Dalam al-Mu‘jam al-Wasit, Qisas diartikan dengan menjatuhkan 
sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak 
pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa, dan anggota tubuh dibalas 
dengan anggota tubuh.6 Seperti pembunuhan dengan disengaja dan 
penganiayaan sengaja. Sedangkan diyat adalah disamping merupakan 
sebuah hukuman, juga merupakan wujud ganti rugi bagi korban. Si 
pelaku jarimah memberikan sejumlah harta kepada si korban atau ahli 
warisnya, dengan besar kecilnya menurut jarimah jenis jarimah yang 
diperbuat. Yang membedakan antara jarimah qisas/diyat dengan hudud 
adalah jarimah qisas/diyat menjadi hak perseorangan yang membuka 
kesempatan pemaafan bagi si pembuat jarimah oleh orang yang menjadi 
korban, wali, atau ahli warisnya.7  
3. Jarimah ta’zir adalah hukuman yang tidak ada ketentuannya di dalam 
Alquran maupun Sunnah dan hukumannya ditentukan oleh penguasa 
setempat. Namun hukumnya tidak boleh bertentangan dengan Alquran 
dan Sunnah.8  
B. Zina Dalam Hukum Pidana Islam  
1. Pengertian zina  
Zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan di haramkan. Zina  
 
6 Nurul Irfan, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 4. 
7 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 27.  
8 Marsum, Jarimah Ta'zir, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998), 2. 

































termasuk kategori dosa besar. Secara bahasa, kata zina berasal dari 
kosakata bahasa arab, yaitu kata zina-yazni-zinan yang mempunyai arti 
berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang.9 Para fuqaha (ahli hukum 
Islam) sepakat mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam 
arti memasukkan zakar (kelamin pria) kedalam vagina wanita yang 
dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat. Akan 
tetapi, mereka berbeda pendapat dalam mengkualifikasinkan persetubuan 
yang diharamkan tersebut yang berakibat pada hukuman dera atau rajam 
(had zina) sebagaimana dikemukakan dalam Al-Qur’an dan Sunah. 
Beberapa pendapat tersebut di antaranya:  
a. Pendapat mazhab Maliki  
Mazhab Maliki memberikan definisi zina sebagai berikut: Zina 
adalah persetubuan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap 
farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati 
dengan kesengajaan. 
b. Pendapat Mazhab Hanafi 
Zina adalah nama bagi persetubuan yang haram dalam qubul  
(kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam 
keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) didalam negeri yang adil yang 
dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, 
dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam 
 
9 Attabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, (Yogyakarta: 
Yayasan Ali Maksuum, 1996), 1021. 


































c. Pendapat Mazhab Syafi’i 
Zina adalah perbuatan lelaki memasukan penisnya ke dalam 
liang vagina wanita lain (bukan isterinya atau budaknya) tanpa 
syubhat. 
d. Pendapat Mazhab Hambali  
Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuan), baik 
terhadap qubul (farji) maupun dubur.11   
Menurut ajaran Islam, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan 
oleh orang laki-laki dan orang perempuan yang tidak terikat dalam 
perkawinan yang sah, hubungan seksual dilakukan dengan cara 
memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan tanpa 
keraguan (syubhat) untuk mencari kenikmatan tertentu.  
Dapat disimpulkan bahwa zina itu merupakan perbuatan yang sangat 
terlarang dan merupakan dosa yang amat besar, selain itu perbuatan itu 
juga akan memberikan peluang bagi berbagai perbuatan yang memalukan 
lainya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat 
mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan 
pembunuhan, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani 
maupun rohani.  
2.  Unsur-unsur Zina 
Meskipun para ulama berbeda mendefinisikan zina, tetapi mereka 
 
10 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6. 
11 A. Djazuli, fiqih jinayah (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), 35. 

































sepakat terhadap dua unsur zina yaitu, persetubuhan yang diharamkan dan 
adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.12 
a. Persetubuhan yang diharamkan atau wathi haram 
Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan 
dalam farji (kemaluan), apabila kepala kemaluan (hasyafah) telah 
masuk kedalam farji walaupun sedikit juga dianggap sebagai zina 
walaupun ada penghalam antara  zakar  (kemaluan  laki  –  laki)  dan  
farji  (kemaluan  perempuan).13 Sedangkan wathi haram adalah 
wathi pada faraj wanita bukan istrinya atau hambanya dan masuknya 
zakar itu seperti masuknya ember pada sumur adan tetap dianggap 
zina meskipun ada penghalang antara zakar dengan farajnya selama 
penghalang itu tidak menghalangi kenikmatan.14  
Menurut ajaran Islam, pelampiasan nafsu seksualitas hanya 
dianggap legal, bila dilakukan dengan perkawinan yang sah. Diluar 
itu persetubuhan dianggap melampaui batas dan dianggap haram, 
bahkan mendekatinya saja merupakan perbuatan terlarang. Apabila 
perbuatan  yang menjurus pada zina dihukumi ta’zir walaupun 
perbuatannya itu pendahuluan dari zina seperti, memasukkanya penis 
dalam kedua paha atau memasukkanya dalam mulut atau sentuhan- 
sentuhan diluar fajri, ciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan 
wanita yang bukan muhrimnya atau tidur bersamanya dalam satu 
 
12 A. Djazuli, Fiqih Jinayah..,36. 
13 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam.., 8. 
14 A. Djazuli, Fiqih Jinayah., 38. 

































ranjang. Perbuatan-perbutan ini dan semacamnya yang merupakan 
rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus 
dikenai hukuman ta’zir.15 
Dasar keharaman zina dalam syari’at Islam adalah firman Allah 
dalam surat Al – Mu’minun ayat 5 – 6: 
 ُرۡيَغ ُۡمهَِّنَإف ُۡمُهن ََٰمَۡيأ ۡتََكلَم اَم َۡوأ ۡمِهِج ََٰوَۡزأ ٰٓ ََٰىلَع َِّلَّإ َنُوِظف ََٰح ۡمِهِجوُُرفِل ُۡمه َنيِذَّلٱَو
 َنيِمُولَم 
Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali 
terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka 
sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”  
Bahkan tidak hanya zina yang haram, melainkan 
mendekatinya pun haram, sebagaimana firman Allah dalam surat Al 
– Isra : 38 
 اٗهوُرۡكَم َكِّبَر َدنِع ۥُُهئِّيَس َناَك َِكل ََٰذ ُّلُك 
Artinya: “Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu.” 
Setiap   perbuatan   yang   pada   akhirnya   akan   mendatangkan 
dan menjurus kepada perbuatan zina merupakan yang dilarang dan 
diancam dengan hukuman jarimah ta’zir sedangkan perbuatan yang 
telah melakukan zina dihukum dengan jarimah hudud atau had.  
b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum  
Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku 
 
15 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam., 8-9. 

































yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan 
suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang 
disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan 
demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan 
sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya 
haram maka ia tidak dikenakan hukuman had (zina). contohnya, 
seperti seorang laki – laki menikahi seorang perempuan sedangkan 
perempuan tersebut sebenarnya mempunyai suami tetapi ia 
merahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah 
dilaksanakannya  perkawinan tersebut maka suami tidak dikenakan 
hukuman atau pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia tidak tahu 
bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang 
terdahulu.16  
Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat zina harus 
berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, 
bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada 
pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu.17 
3. Macam macam Sanksi bagi pelaku zina  
Terhadap pelaku zina ditentukan tiga bentuk hukuman, yaitu hukuman 
cambuk (dera atau jilid), pengasingan dan rajam. dua hukuman yang 
pertama jilid dan pengasingan dikenakan bagi pelaku zina ghairu muhsan 
 
16 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam.,25. 
17 Ibid.,26. 

































yaitu pelaku zina yang belum menikah, sedangkan bagi pelaku zina 
muhsan yaitu pelaku zina  yang  telah  menikah  baik  berstatus  masih  
menikah  atau  sudah  putus perkawinannya, berlaku jilid dan rajam.18  
a. Zina Ghairu Muhshan 
Zina ghairu muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan 
perempuan yang belum berkeluarga atau laki-laki yang masih jejaka 
dan perempuan yang masih perawan. Hukuman untuk zina ghairu 
muhshan ada dua macam, yaitu: dera seratus kali dan pengasingan 
selama satu tahun.19  
1) Hukuman Dera  
Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka 
dikenakan hukuman dera seratus kali, hal ini didasarkan pada 
firman Allah dalam surat An–Nur ayat 220: 
 اَمِِهب مُكۡذُخَۡأت َلََّو ٖٖۖةَدۡلَج ََةئْاِم اَُمهۡن ِّم ٖدِح ََٰو َّلُك ْاوُدِلۡجَٱف يِنا َّزلٱَو َُةيِنا َّزلٱ يِف َٞةفۡأَر
 ِ َّللّٱ ِنيِد  َن ِّم َٞةفِئٰٓاَط اَُمَهباَذَع َۡدهَۡشيۡلَو ِٖۖرِخٰٓۡلۡٱ ِمَۡويۡلٱَو ِ َّللّٱِب َنُونِمُۡؤت ُۡمتنُك ِنإ
 َنيِنِمۡؤُمۡلٱ 
Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, 
maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, 
dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu 
untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada 
 
18 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam.,73 
19 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam., 29 
20 Departemen Agama RI, Al-Quran  Terjemah  Indonesia, (Jakarta : PT. Sari Agung,2002), 668. 
 

































Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman 
mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” 
Hukuman syara’ yang digali dari dalil – dalil syara’, yakni 
al- Kitab dan As–Sunnah telah menetapkan bahwa sanksi zina 
adalah hukuman dera atau jilid bagi pezina ghairu muhshan 
sebanyak 100 kali cambukan, berdasarkan kitabullah.21 
Hukuman  dera  adalah  hukuman  had,  yaitu  hukuman  yang 
sudah ditentukan oleh syara’. oleh karena itu hakim tidak boleh 
mengurangi, menambah atau menunda pelaksanaannya, atau 
mengantinya dengan hukuman lain. Disamping telah ditentukan 
oleh syara’, hukuman dera merupakan hak Allah atau hak 
masyarakat, sehingga   pemerintah   atau   individu   tidak   
berhak   memberikan pengampunan.22 
2) Hukuman Pengasingan 
Hukuman yang kedua untuk pezina ghairu muhshan adalah  
hukuman pengasingan selama satu tahun. hukuman pengasingan 
ini terdapat perbedaan dikalangan ulama. Menurut Imam Abu 
Hanifah dan kawan – kawannya hukuman pengasingan tidak 
wajib dilaksanakan,  akan  tetapi  mereka membolehkan  bagi  
imam  untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan 
pengasingan apabila hal itu dianggap maslahat. Dengan 
 
21 Abdurrahman al-Maliki, Sistem sanksi dalam Islam,cet 1,(Bogor: Pustaka Thariqul Izzah,2002), 
32. 
22 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam., 30. 

































demikian menurut mereka hukuman pengasingan   itu   bukan   
merupakan   hukuman   had,   melainkan hukuman ta’zir.23  
Para sahabat telah mempraktekkan hal ini. Mereka menjilid 
pezina  ghairu  muhshan dan  mengasingkannya  selama  satu  
tahun, akan tetapi ada ketetapan dari Rasulullah saw, bahwa 
beliau menjilid ghairu   muhshan  tanpa  mengasingkannya. hal  
ini menunjukkan bahwa pengasingan hukumnya adalah jaiz 
(boleh), bukan wajib. Khalifah boleh menjilid dan mengasingkan 
atau menjilid saja tanpa mengasingkan. Rasulullah saw, pernah 
menjlid dan mengasingkan pezina ghairu muhshan, dan beliau 
juga pernah menjilid tanpa mengasingkan. 
b. Zina Muhshan 
Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan 
perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami atau beristri) secara 
sah. hukuman untuk pelaku zina muhshan ini ada dua yaitu, dera 
seratus kali dan rajam.  
Hukuman dera seratus kali didasarkan pada Al-quran surat An–
Nur ayat 2 dan hadis nabi. Sedangkan hukuman rajam adalah 
hukuman mati dengan jalan dilempari batu atau sejenisnya.24  
Hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam surat An–
Nur ayat 2. 
 
23 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam.,31 
24 Ibid., 33. 













































اِمُاَم  هۡنِ  مُٖدِحََٰوُ َّ  كُ
ُِ َّللّٱُُِ بَُنو نِمۡؤ تُۡم تن
 كُِنإُِ َّللّٱَُُوُِمَۡو
ۡ





Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan 
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk 
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan 
hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. 
Sanksi   jilid   dan   rajam   disyaratkan   untuk   menghindari   
subhat (kekaburan). Ia harus mengetahui zina adalah haram. Pelaku 
mengerjakannya atas pilihannya sendiri, tidak dipaksa dengan 
paksaan yang dapat membahayakan jiwa atau anggota tubuh, telah 
baligh dan berakal.25 
Sebagaimana hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 
Abu Daud yang artinya dari Aisya ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah 
saw : Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia 
bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai 
ia dewasa.26 Konsep yang dikemukakan oleh syari‘at Islam tentang 
pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur didasarkan atas dua 
perkara, yaitu  kekuatan  berpikir  dan  pilihan  (iradah  dan  ikhtiyar).   
 
25 Abdurrahman al – Maliki,Sistem sanksi dalam Islam,cet 1.,38. 
26 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).,74-75. 

































Oleh  karena  itu, kedudukan  anak  kecil  berbeda-beda  menurut  
perbedaan  masa  yang  dilalui hidupnya, dimulai dari waktu kelahirannya 
sampai masa memiliki kedua perkara tersebut. Secara alamiah terdapat tiga 
masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa, 
diantaranya yaitu: 
a) Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir 
Masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh 
tahun, dengan  kesepakatan  para  fuqaha’ (Ahli hukum islam) .   
Pada  masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai  
kemampuan berpikir  dan disebut  dengan  anak belum tamyiz. 
Kemampuan berpikir anak bisa terjadi sebelum usia tersebut, yakni 
tujuh tahun, akan tetapi kadang-kadang terlambat. Seorang anak 
yang belum berusia tujuh tahun menunjukkan kemampuan berpikir, 
tetapi ia tetap dianggap belum tamyiz, karena yang menjadi ukuran 
ialah kebanyakan orang bukan perseorangan. 
Oleh karena itu para fuqaha berpedoman pada usia dalam 
menentukan batas-batas tamyiz dan kemampuan berpikir, agar 
ketentuanitu dapat bisa berlaku untuk semua orang dan untuk 
menghindari kekacauan hukum. Perbuatan jarimah yang dilakukan 
oleh anak di bawah umur tujuh tahun  tidak  dijatuhi  hukuman,  baik  
sebagai  hukuman  pidana atau  sebagai pengajaran. 
Akan tetapi anak tersebut dikenakan pertanggungjawaban 
perdata, yang dibebankan atas harta milik pribadi, yakni 

































memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh 
harta milik atau dari orang lain. 
b) Masa Kemampuan Berpikir Lemah 
Masa ini dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai 
kedewasaan, (balig) dan kebanyakan fuqaha’ membatasinya sampai 
lima belas tahun. Kalau seorang anak telah mencapai usia tersebut, 
maka ia dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa 
dalam arti yang sebenarnya. 
Pada masa tersebut seseorang anak tidak dikenakan 
pertanggungjawaban pidana atas jarimah atau kejahatan yang 
dilakukannya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini 
meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap 
dianggap sebagai hukuman pengajaran  (ta'dibiyah)  bukan  sebagai  
hukuman  pidana,  dan  oleh karena itu kalau anak tersebut berkali-
kali memperbuat jarimah dan berkali- kali pula dijatuhi pengajaran, 
namun ia tidak dianggap pengulang kejahatan.  
Untuk pertanggungjawaban perdata ia tetap dikenakan, 
meskipun ia dibebaskan dari pertanggungjawaban  pidana,  apabila  
perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun jiwanya. 
Karena harta dan jiwa dijamin keselamatannya oleh syara' dan 
alasan-alasan yang sah tidak dapat menghapuskan jaminan tersebut. 
c) Masa Kemampuan Berpikir Penuh 
Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia 

































dewasa, yaitu usia lima belas tahun menurut kebanyakan fuqaha’ 
atau delapan belas tahun menurut mazhab Maliki. Pada periode ini 
anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah 
yang dilakukannya, apapun macam dan jenisnya.27 
 
27 Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam.,175-178. 

































PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR TENTANG 
PERSETUBUHAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK NOMOR 
32/ Pid. Sus. Anak/ 2016  
 
A. Profil Pengadilan Negeri Denpasar 
Jauh sebelum dikuasai oleh Pemerintah Belanda, Bali terdiri dari 
sembilan Kerajaan kecil-kecil yaitu: Buleleng, Jembrana, Bangli, Tabanan, 
Karangasem, Gianyar, Mengwi, Klungkung dan Badung, Sebagai Raja 
tertinggi dari semua Kerajaan ini adalah raja Klungkung yang terkenal 
dengan sebutan Dewa Agung Klungkung, Pada akhir abad ke XIX 
tinggallah 8 kerajaan karena Mengwi telah ditaklukkan oleh Badung, 
berturut-turut dalam peperangan  1814, 1880, dan terakhir 1892. 
Peristiwa yang paling penting dalam sejarah Kabupaten Badung  
adalah Puputan Badung yaitu, perang habis-habisan sampai tetes darah yang 
terakhir melawan penjajah Belanda. Peristiwa tersebut terjadi pada hari 
Kamis Kliwon tahun Caka: 1828 (20 September 1906) saat dimana Badung 
jatuh ke tangan Belanda. 
DARI TAHUN 1906 sampai 1942 
Pemerintah berada ditangan penjajah Belanda daerah Badung 
merupakan suatu Onderafdeling yang dikepalai oleh seorang Asintent 
Resident yang berkedudukan di Denpasar. Dengan adanya Zustelling 
berstuurder tanggal 1 juli 1938, pemerintah menjadi Zelf berstuurnd 
Landskap (kerajaan) yang dikepalai seorang raja gelar Tjokorda Negara 

































Badung  ( Staasblad Hindia Belanda 1938, No. 529) yang berada di bawah 
dewan yang bernama Paruman Agung yang diketuai oleh Resident van Bali 
en Lombok yang berkedudukan di Singaraja. Pemerintahan seperti ini 
berlangsung sampai tahun 1942. 
DARI TAHUN 1942 sampai 1945 
Selama kedudukan Bala tentara Jepang tidak terjadi perubahan 
pemerintahan yang Prinsipil, hanya gelar Tjokorda Negara Badung dirubah 
dan diganti menjadi Badung Sutjo. Dengan lahirnya Undang-Undang  No. 
1 tahun 1957 tentang pokok pemerintahan daerah, maka dihapuskan 
kedudukan semua swapraja menjadi Daerah Tk II Badung dan Daerah Bali 
sendiri menjadi Daerah Tk I. Undang-undang No 18 Tahun 1965 yang 
merupakan  penyempurnaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, maka 
susunan pemerintahan daerah berubah nama dan wewenang kekuasaannya 
untuk Daerah Kabupaten menjadi Bupati Kepala Daerah Kabupaten sebagai 
Kepala Daerah Kabupaten sebagai Kepala Daerah merangkap sebagai 
Wakil Pemerintahan Pusat. Sejak pemerintahan Belanda sampai dengan 
pemerintahan Jepang yang pada waktu itu juga berkuasa di Bali, di daerah 
hukum pengadilan Negeri Denpasar yang meliputi wilayah Kabupaten 
daerah Tingkat II Denpasar dan Badung, badan peradilannnya adalah 
Pengadilan Swapraja yang disebut Majelis Kerta di Denpasar atau “Raad 
Van Kerta”. Hal tersebut diketuai oleh Kepala Swapraja yang disebut dalam 
istilah Belanda “de self  bestuurder” dan kemudian pada waktu 
pemerintahan Jepang (dai Nippon) disebut dengan istilah “Syuco”.  

































Pada tahun 1951 dengan berlakunya Undang-Undang Darurat No. I 
Tahun 1951 dengan dihapuskannya pengadilan-pengadilan Swapraja. 
Daerah Swanantra di Bali maupun daerah-daerah lainnya di wilayah 
Republik Indonesia, dibentuk pengadilan-pengadilan Negeri salah satunya 
Pengadilan Negeri Denpasar yang terletak di Jalan P.B. Sudirman No.1 
Denpasar.1 





1 https://www.pn-denpasar.go.id/page/read/5 diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 


































C. Deskripsi Tindak Pidana Persetubuhan Anak 
1. Kronologi kasus  
Pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016, Pengadilan Negeri 
Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan cara pemeriksaan 
tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Anak yang 
bernama I Gede Winata (terdakwa) yang bertempat tinggal di jalan Letda 
Reta Gg. Harnum No 3. Terdakwa di hadapkan ke persidangan oleh jaksa 
penuntut umum dengan nomor perkara 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps 
dengan surat dakwaan : Pertama Terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 
Agustus 2016 bertempat di kamar rumah I Putu Jonathan (saksi) di jalan 
Letda Reta ( Kampung flores ) Gang Harnum Denpasar. Dengan sengaja 
terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. 
Bermula dengan terdakwa berkenalan dengan korban yang 
bernama Merliana melalui jejaring sosial selama satu minggu, terdakwa 
tak lain ternyata kakak kelas dari korban yang sama sama bersekolah di 
SMK Teknologi Wirabakti denpasar mereka berdua sering 
berkomunikasi melalui bbm, setelah seminggu dari mereka berkenalan 
tepatnya pada hari jumat tanggal 12 agustus 2016 terdakwa hendak 
bermain game Playstasion bernama Bagoes game di jalan akasia dengan 
mengajak temannya bernama Jonathan menggunakan motor milik 
terdakwa. Pukul 23.30 wita, terdakwa bersama jonathan selesai bermain 

































playstasion, mereka menjemput Merliana untuk bermain ke rumah 
jonathan di jalan Letda reta gang Harnum setiba dilokasi mereka bertiga 
hanya bermain handphone serta menonton televisi tak lama terdakwa 
menyuruh jonathan untuk pergi meninggalkan mereka ke warung untuk 
membeli es yang tak jauh dari rumahnya sekitar 20 meter sebelah selatan. 
Setelah jonathan pergi terdakwa dan korban hanya menonton televisi 
namun korban tiduran di dalam kamar jonathan.  
Kejadian persetubuhan berawal dari terdakwa yang menindih 
tubuh korban yang sedang berbaring di kamar lalu terdakwa berkata 
kepada korban untuk berhubungan badan dengan cara membujuk 
merayunya atas dasar terdakwa akan bertanggung jawab apabila korban 
hamil serta terdakwa juga menyampaikan kepada Merliana jika tidak 
mau berhubungan badan terdakwa mengancam tidak akan mengantarkan 
pulang jika  Merliana terus menolak.  
Karena keadaan sudah terlalu malam Merliana takut jika tidak di 
antarkan pulang oleh terdakwa, sehingga Merliana pun menurutinya. 
Dengan menciumi pipi hingga leher Merliana kemudian terdakwa 
meremas buah dada Merliana dan kemudian terdakwa hendak melepas 
celana korban, terdakwa mengalami kesulitan membuka celana 
Merliana, sehingga terdakwa menyuruh  Merliana untuk membukanya.  
Setelah Merliana membuka celananya, terdakwa pun membuka 
celananya dan menurunkan hingga lutut. Kemudian terdakwa mencium 
bibir hingga turun ke bagian leher dan payudara  Merliana. Setelah itu 

































terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke vagina Merliana 
dan menggoyang-goyangkannya sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya.  
Bersamaan dengan jonathan yang sudah selesai membeli es 
jonathan melihat mereka berhubungan badan kurang lebih 15 menit, 
kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan 
spermanya yang diarahkan ke kasur. Setelah mengeluarkan sperma 
tersebut terdakwa dan Merliana segera memakai celananya. Kemudian 
Merliana keluar dari kamar untuk bertanya kepada jonathan arah ke 
kamar mandi.  
Merliana pun masuk ke kamar mandi, sedangkan terdakwa hanya 
menunggu di dalam kamar sambil merokok dan bermain hp. Setelah 
Merliana kembali masuk ke kamar bersama terdakwa, Merliana mulai 
meminta untuk di antarkan pulang, terdakwa tidak meresponnya. Selang 
satu jam untuk kedua kalinya terdakwa kembali membuka celananya dan 
memasukan kemaluannya kembali ke dalam vagina Merliana selama 
lima menit tanpa mengeluarkan sperma. Kemudian terdakwa dan 
Merliana memakai celana kembali dan terdakwa melanjutkan merokok 
dan bermain hp serta meminum es .  
Satu jam kemudian terdakwa berkata “ Aku pingin lagi, nok”, 
karena merasa sakit vaginanya kemudian Merliana menjawab “ gak mau 
“ kemudian terdakwa mengatakan “Sekali ini saja, langsung ku antar 
pulang”, mendengar perkataan terdakwa tersebut Merliana pun 
menurutinya. Kemudian terdakwa untuk ketiga kalinya membuka celana 

































dan memasukan kembali ke vagina Merliana selama lima menit tanpa 
mengeluarkan sperma, setelah selesai berhubungan badan yang ketiga 
kalinya Merliana merasa capek dan mengantuk yang kemudian meminta 
terdakwa untuk membangunkan pukul 05.00 wita.  
Sekitar pukul 05.00 wita terdakwa membangunkan korban dan 
mengantarkan pulang Merliana menggunakan motor miliknya Jupiter 
MX berwarna biru. Dimana Merliana di turunkan di gang depan rumah 
Merliana. Sesampai di rumah Merliana bertemu dengan kedua orang 
tuanya yang bernama Jumari dan Ainun Susanti Apriani. Kemudian 
orang tua Merliana bertanya kepada korban “dari mana saja kamu, 
nak?”    
Merliana menjawab “ dari rumah Atan “, kemudian ayah korban 
meminta Merliana untuk mengantarkan kerumah Atan tersebut. Namun 
Merliana lupa dimana gang jonathan tersebut. Jumari pun bertanya 
kembali kepada Merliana “Ngapain aja kamu disana ?” , lalu Merliana 
menyampaikan apa yang di perlakukan terdakwa terhadapnya. Jumari 
pun melaporkan hal tersebut ke Polisi. 
2. Alat Bukti dan Barang Bukti 
Dalam tahapan-tahapan suatu persidangan di pengadilan, suatu 
kasus tindak pidana memerlukan alat bukti yang sah yang terdapat 
dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

































antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunujuk dan 
keterangan terdakwa.2   
a. Keterangan saksi  
Dalam putusan no 32/pid.sus.Anak/2016/PN  Dps  terdapat 
empat orang saksi diantaranya yaitu :  
1) Jumari  
Menerangkan yang pada pokoknya setelah diperiksa 
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak adanya 
hubungan keluarga dengan terdakwa. Sehubungan dengan 
telah membuatnya pengaduan dan laporan terjadinya  
persetubuhan terhadap Anaknya yang bernama Merliana 
lebih tepatnya ayah dari Merliana, Merliana saat ini berusia 
masih 14 (empat belas)  tahun  dan masih duduk di Kelas 1 
SMK Teknologi Wira Bhakti  
Jumairi tidak mengetahui kejadian persetubuhan 
terhadap anaknya tersebut namun menurut pengakuan 
Merliana peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 
13 Agustus 2016 sekitar  pukul 05.00 wita di sebuah rumah 
di Jl. Letda Reta (Kampung Flores) Denpasar, yang 
pelakunya adalah kakak kelasnya yang bernama I Gede 
Winata.  
 
2 Karjadi Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bandung: Karya Nusantara, 1986), 162  

































Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar 
pukul 21.00 wita Merliana pamitan kepada saya untuk 
membeli celana training bersama temannya yang bernama 
Lestari yang mana setahu saya,  Lestari tersebut adalah 
teman dari Merliana yang juga merupakan tetangga rumah 
saya . Saat Merliana menggunakan kaos lengan pendek 
warna hijau dan celana jeans panjang abu-abu dan 
berpamitan kepada saya, saya langsung mengijinkannya 
untuk pergi membeli celana training namun sampai pada 
pukul 01.00 wita Merliana tidak kunjung pulang ke rumah.  
Selanjutnya saya ke rumah Lestari yang jaraknya 
sekitar 50 meter dari rumah saya untuk mencari Merliana, 
setelah bertemu dengan Lestari, Lestari tidak mengetahui 
keberadaan Merliana tersebut dan Lestari seharian berada 
di rumah.  
Selanjutnya saya kembali pulang ke rumah dan 
menunggu kedatangan Merliana hingga pukul 05.00 wita 
dan Merliana datang seorang diri tanpa bersama Lestari. 
Saat itu saya langsung menanyakan perihal kepergiannya 
kemudian Merliana pun menceritakan bahwa dirinya telah 
mengalami peretubuhan dengan cara dipaksa yang 
dilakukan oleh kakak kelasnya.  

































Saat itu juga korban bercerita jika pada pukul 21.00 
wita setelah dari rumah dirinya diajak oleh terdakwa ke 
tempat playstation yang letaknya tidak tahu sampai dengan 
pukul 24.00 wita. Setelah dari tempat  playstation  tersebut 
korban kemudian  diajak ke tempat teman  terdakwa yang 
Merliana tidak tahu namanya yang kemudian di sebuah 
kamar Merliana mengalami persetubuhan yang dilakukan 
oleh terdakwa.  
Setelah mendengar cerita tersebut, kemudian 
mengajak Merliana mencari tempat kejadian persetubuhan 
tersebut. kemudian saya mengetahui jika kejadian tersebut 
terjadi di sebuah rumah yang  beralamatkan Kampung 
Flores Jl. Letda Reta, Denpasar Awalnya saya tidak 
mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan 
persetubuhan ini kepada anak saya, namun mendengar 
cerita dari Merliana tersebut  terdakwa menyetubuhi korban 
dengan memberikan ancaman kekerasan dan paksaan. 
2)  Ainun Susanti Apriani  
Menerangkan yang pada pokoknya setelah diperiksa 
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Sehubungan 
dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan anak di 
bawah umur yang dilaporkan oleh suami saksi atas nama 
Jumari serta tidak ada hubungan apapun terhadap terdakwa 

































yang menjadi korban  persetubuhan tersebut adalah anak 
kandung saya yang bernama Merliana, dan yang menjadi 
pelakunya adalah pacarnya yang bernama I Gede Winata.  
Kejadian tersebut saya mengetahinya dari cerita anak 
saya , pada hari Jumat sekitar pukul 23.30 wita bertempat 
di rumah temannya yang bernama Jonathan di Jl. Letda 
Reta Gang Hanum Denpasar. Berawal pada  hari Jumat 
sekitar  pukul 19.00 wita Merliana meminta izin keluar 
rumah bersama temannya bernama Lestari untuk membeli 
snack untuk dibawa kegiatan persami pada keesokan 
harinya. Kemudian Merliana dijemput oleh Lestari di 
rumahnya sekitar pukul 20.30 wita . 
Merliana kembali ke rumah setelah membeli snack, 
sementara sekitar jam 21.00 Merliana meminta izin lagi 
untuk keluar rumah dengan  alasan mengantar  Lestari 
membeli celana training yang mana akan dipergunakan saat 
kegiatan persami. Awalnya saya melarang, namun suami 
saya mengizinkannya namun mengatakan “Jangan pulang 
larut malam”.  
Saat keluar yang kedua kali ini, Merliana mengatakan 
disuruh  tunggu di depan  gang oleh Lestari sehingga saya 
tidak merasa curiga. Setalah pukul 22.00  wita, ternyata 
Merliana pun belum pulang juga, kemudian saya menyuruh 

































suami saya untuk menelepon Merliana sementara saya 
kemudian langsung tidur di kamar dan suami saya masih 
menunggu  sambil menonton  televisi.  
Pada pukul 04.00 wita saya bangun, kemudian suami 
saya langsung mengatakan “Dik, Merliana satu malem 
belum pulang”, lalu saya kaget dan bertanya “Terus tidak 
kamu menelepon anakmu ?” yang mana suami saya 
menjawab “Sudah, Sudah aku cari kerumah temannya juga 
tidak ada”. Kemudian saya menyuruhnya telepon kembali 
dan ternyata hpnya dalam  keadaan mati.  
Kemudian saya hanya menunggu di rumah sambil 
terus menelepon Merliana. Sekitar pukul 05.30 WITA 
selepas subuh Merliana pun pulang dengan berjalan dari 
depan gang. Kemudian saya bertanya “Dari mana kamu?” 
kemudian Merliana menjawab “Aku ketiduran di rumah 
temenku”, saya kembali mengatakan “Jangan bohong 
kamu, bapakmu mencari loh tidak ada”, kemudian 
Merliana menangis dan mengatakan “Iya iya aku dirumah 
pacarku”.  
Kemudian saya marah dan menanyakan “Dimana 
rumah pacarmu?”. Merliana hanya menjawab “Tidak tau 
aku”.  Kemudian suami saya mengajaknya keluar untuk 
menunjukkan lokasinya, namun hanya sampai di 

































jembatannya saja karena Merliana mengatakan tidak tahu 
letak gangnya. Setelah itu karena tidak mengingat letak 
gang dan rumah tempat kejadian, maka suami saya 
mengajak Merliana pulang.  
Sampai di rumah saya menanyakan kembali “diajak 
kemana saja?”, dan akhirnya Merliana menjelaskan bahwa 
awalnya dia dijemput di depan gang kemudian  diajak ke 
warnet sampai pukul 24.00 wita.  Kemudian Merliana minta 
pulang, namun terdakwa itu mengatakan “Iya ntar dulu”. 
Kemudian terdakwa tersebut mengatakan “Mau pulang 
kemana kamu?” kemudian Merliana menjawab “Aku mau 
pulang mau tidur, kasian mamaku nunggu” kemudian  
terdakwa tersebut mengatakan “Ayo dah pulang”. Setelah 
itu di boncenglah Merliana, namun bukannya diantar 
pulang ke rumah, terdakwa tersebut malah mengarahkan ke 
tempat lain yang mana ke rumah lain yang keadaannya sepi. 
Lalu korban diajak di kamar terus mau dibuka celananya 
namun Merliana menolak dengan mengatakan “Aku gak 
mau , nanti kalau mamaku tau bisa sedih, kasian mamaku”. 
Namun terdakwa berkata “tidak apa gak akan hamil kamu”.  
Kemudian akhirnya mereka melakukan perbuatan 
tersebut, yang mana menurut baru pertama kali ia 
melakukan itu, Merliana dipaksa untuk melakukan 

































hubungan tersebut. Kemudian saya bertanya “Kenapa kamu 
tidak teriak?” yang mana Merliana menjawab “Bagaimana 
mau teriak, mulutku di bekap sama dia.”  
3) Merliana  
Menerangkan yang pada pokoknya adalah sehubungan 
dengan peristiwa persetubuhan ini Merliana ini adalah 
korban dari peristiwa tersebut yang berusia masih berusia 14 
tahun dan masih duduk di kelas 1 SMK Teknologi Wira 
Bhakti Denpasar setelah di periksa Merliana dalam keadaan 
sehat jasmani maupun rohani.  
Dalam peristiwa ini Merliana adalah pacar dari 
terdakwa yang baru berkenalan selama 1 minggu yang lalu. 
Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari 
Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 wita 
bertempat di rumah teman terdakwa yang bernama Atan di 
Jl. Letda Reta Kampung Flores Denpasar.  
Pada hari Jumat sekitar pukul 21.00 wita korban 
diminta untuk mengantarkan terdakwa untuk ke rental 
playstation yang mana dia menjemput saya di depan gang. 
Kemudian setelah selesai dari playstation, saya meminta 
untuk pulang namun dia mengatakan “Sekali sama kamu”, 
tapi saya menolak dan tetap meminta pulang yang mana 
kemudian dia hanya mengatakan “iya dah”. Namun ternyata 

































dia mengajak saya ke rumah temannya seingat saya bernama 
Atan di Jl. Reta Kampung Flores Denpasar. Sampai di rumah 
tersebut, saya langsung diajak masuk ke kamar Atan yang 
awalnya kami hanya menonton televisi.  
Kemudian Atan izin keluar kamar dengan alasan ke 
toilet. Kemudian saya sambil tidur-tiduran yang mana 
kemudian terdakwa naik ke badan korban dan memaksa 
untuk membuka celana saya. Saat itu saya nolak, namun 
terdakwa mengatakan agar cepat pulang dan mengancam 
tidak akan mengantar pulang jika terus menolak.  
Saat itu terdakwa merasa kesulitan membuka celana 
yang kemudian saya  menurutinya. Setelah membuka celana 
saya, terdakwa pun membuka celananya dan menurunkan 
hingga setengah, kemudian terdakwa mencium bibir korban 
yang kemudian turun hingga ke bagian leher.  
Setelah itu, terdakwa langsung memasukkan 
kemaluannya ke vagina korban sekitar 10 menit dia 
melakukannya hingga dia mencabut kemaluannya dan 
mengeluarkan sperma yang diarahkan ke kasur. Setelah 
mengeluarkan sperma tersebut, kami memakai celana. 
Setelah memakai celana terdakwa izin untuk ke kamar mandi 
dan saya hanya menunggu di dalam kamar seorang diri.  

































Setelah dari kamar mandi terdakwa masuk kembali ke 
kamar yang mana dia hanya merokok dan bermain hp. Saat 
itu saya mulai minta pulang, namun tidak ada respon dari 
terdakwa. Setelah kurang lebih satu jam terdakwa kembali 
membuka celana korban dan kemudian memasukkan 
kelaminnya ke vagina saya kembali selama 5 menit tanpa 
mengeluarkan sperma.  
Kemudian kami memakai celanan kembali dan 
terdakwa kembali merokok dan bermain hp. Satu jam 
kemudian terdakwa mengatakan “Aku pingin lagi nok, ya 
sekali lagi pulang dah” kemudian korban menuruti 
permintaannya. Namun hingga kejadian persetubuhan 
tersebut yang ketiga kalinya saya tidak diantarkan pulang  
Sekitar pukul 05.00 wita korban diantar pulang oleh 
terdakwa menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna 
biru yang mana korban diturunkan di depan gang.  
Sesampai di rumah saya menceritakan kejadian 
tersebut kepada kedua orang tua saya dan kemudian bapak 
saya melaporkan kejadian ini ke polisi. akibat perbuatan 
terdakwa saya merasakan sakit pada vagina saya  
4) I Putu Jonathan  
Menerangkan yang pada pokoknya tidak adanya 
hubungan keluarga terhadap terdakwa, saya mengenal 

































terdakwa saudara I Gede Winata sehubungan dengan yang 
bersangkutan merupakan teman sejak SD  dan juga 
mengenal saudari Merliana.  
Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016, saya dan 
terdakwa menjemput menggunakan sepeda motor jupiter 
MX warna biru hitam yang bersangkutan di gang depan 
rumahnya dan saya tidak memiliki hubungan keluarga 
dengan ketiga orang tersebut setelah saya menjemput 
korban, saya dan terdakwa pergi bermain playstation di 
rental “BAGOES” playstation di Jl. Akasia Denpasar.  
Saya dan terdakwa bermain playstation dari pukul 
20.00 wita hingga pukul 23.30 wita, sedangkan korban 
hanya menonton kami bermain setelah saya dan terdakwa 
bermain playstation kami bertiga jalan-jalan kemudian 
menuju rumah saya untuk menonton televisi.  
Setiba kami di rumah, terdakwa meminta untuk 
langsung menuju kamar dan menonton televisi di rumah. 
Kemudian saya disuruh keluar oleh terdakwa untuk 
membeli es di warung sekitar 20 meter sebelah selatan 
rumah saksi. Sekitar 5-10 menit saya pun bergegas ke 
warung bu sri.  
 Kemudian saya pulang dan kembali ke dalam kamar 
dan bermain hp serta menonton televisi, sedangkan 

































terdakwa dan korban tidur-tiduran di kasur. Sekitar 30 
menit kemudian saya mendengar terdakwa mengatakan 
kepada korban “Cin ayo cin sekali lagi” dan dijawab oleh 
korban “Aduh capek aku, ituku sakit” dan dijawab kembali 
oleh terdakwa “ya sudah kamu ke bawah” kemudian 
terdakwa mencoba untuk membuka celana korban namun 
ditolak oleh korban dan mengatakan “Aduh ada teman 
kamu nok” dan terdakwa mengatakan kepada korban “Gak, 
gak apa apa kok dia”  
Kemudian saya melihat terdakwa dan korban 
melakukan hubungan badan di kasur selama sekitar 13 
menit namun setahu saya sperma terdakwa tidak sampai 
keluar. Kemudian terdakwa dan korban tidur-tiduran di 
kasur selama kurang lebih satu jam, kemudian mendengar 
adik saya yang paling kecil menangis diteras rumah 
sehingga saya meninggalkan kamar dan mencari adik saya 
.  
Kemudian terdakwa keluar dan bertanya letak kamar 
kecil karena korban ingin ke kamar kecil. Setelah itu 
terdakwa dan korban kembali, kemudian saya masuk 
kembali kamar saya, beberapa saat saya masuk kembali ke 
kamar bersama adik saya yang paling kecil dan melihat jika 

































terdakwa dan korban buru-buru memakai celana mereka 
kembali.  
Setelah saya di dalam kamar kemudian terdakwa dan 
korban tidur di kasur sedangkan saya bermain hp dengan 
adik saya. Pada pukul 05.00 wita pada tanggal 13 Agustus 
2016 saya membangunkan terdakwa dan korban karena 
mereka menyuruh saya membangunkannya  karena pagi 
harinya korban harus ke sekolah dan setelah bangun 
langsung pulang.  
Namun terdakwa bertanya pada saya “apakah di 
rumah ada orang?” saya menjawab “tidak tahu”, 
kemudian terdakwa mengarahkan kendaraannya kerumah 
saksi. 
b. Keterangan Terdakwa  
Terdakwa dalam putusan tersebut bernama I Gede Winata 
yang lahir pada tanggal 29 maret 2000 dan sekarang sudah beusia 
16 tahun bertempat tinggal di jalan letda harum gang 3 denpasar. 
Terdakwa masih bersekolah di SMK teknologi Wira bhakti 
Denpasar dan masih kelas 2. Sehubungan dengan persetubuhan 
yang terjadi pada tanggal 13 agustus 2016 dia melakukannya 
bersama kekasihnya yang bernama Merliana yang baru ia kenal 
selama 1 minggu yang tak lain adalah adig kelasnya.  

































Kejadian pertama berawal dari terdakwa selesai bermain 
playstasion bersama temannya lalu terdakwa tidak mau 
memulangkan korban melainkan dia ajak ke rumah jonathan. Dan 
meminta langsung menuju ke kamar jonathan yang awalnya 
mereka bertiga hanya bermain handphone serta melihat televisi 
saja, tiba-tiba terdakwa meminta jonathan untuk pergi ke warung 
membelikannya es.  
Melihat korban yang tidur di kasur jonathan kemudian 
terdakwa menaiki tubuh korban dan melepas celana hingga 
setengah lutut, terdakwa mengancam apabila tidak di turuti maka 
tidak di antarkan pulang. Kejadian tersebut berulang sebanyak 3 
kali berselang waktu selama satu jam sehingga korban mengalami 
rasa sakit pada vaginanya. Terdakwa juga mengaku bahwa baru 
pertama kali di hukum dan merasa menyesal akibat perbuatan 
tersebut .  
c. Barang bukti  
1) 1 buah celana jeans warna biru 
2) 1 kaos lengan pendek warna hijau 
3) 1 buah BH motif hati berwarna biru dan garis garis 
4) 1 buah celana dalam warna putih polos motif bunga 
5) 1 buah celana pendek warna hijau motif garis abu-abu 
6) 1 buah baju kaos lengan pendek warna hitam .       


































ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN NOMOR 
32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps 
 
A. Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Persetubuhan 
Anak dibawah umur dalam putusan nomor 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps 
Kekerasaan seksual terhadap anak merupakan salah satu kasus yang perlu 
mendapat perhatian khusus, karena kasus ini merupakan masalah sosial yang 
serius dan berdampak luas di masyarakat. Ukuran untuk menilai suatu perbuatan 
sebagai tindak kejahatan tergantung pada nilai-nilai dan pandangan hidup yang 
terdapat dalam masyarakat, tentang apa yang baik, benar dan bermanfaat bagi 
manusia. 
Berdasarkan pada Pasal 178 HIR/189 RBG, apabila proses pemeriksaan 
telah selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah 
untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pengambilan keputusan sangat 
diperlukan oleh hakim atas perkara yang  diperiksa, baik pidana maupun perdata. 
Kedudukan para Hakim yang dimaksud di atas telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, begitu pula 
perincian wewenang dan tugasnya dalam KUHAP, khusus mengenai bidang 
acara pidana.1 Dalam persidangan anak cara persidangannya dipisahkan dengan 
sidang orang dewasa karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh 
anak dan dilakukan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya. 
 
1 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, 100. 

































Dalam persidangan anak cara persidangannya dipisahkan dengan sidang 
orang dewasa karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan 
dilakukan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan 
anak, pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan 
perlakuannya.2 Hal yang terpenting dalam memutus perkara adalah kesimpulan 
hukum atas fakta  yang  terungkap  dalam   persidangan. Untuk  itu  hakim harus 
menggali, memahami serta menerapkan nilai-nilai hukum yang berlaku 
berdasarkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam putusan 
pengadilan negeri denpasar Nomor 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps Tentang 
membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh I Gede Winata 
yang berada di kawasan atau daerah Pengadilan Negeri Denpasar.  
Hakim menjerat terdakwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) 
Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002, yang berbunyi: 
“(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya 
atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula 
bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
 
2 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung :Refika Aditama, 2010), 45. 

































serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain." 
Pasal ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Unsur I 
Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek 
hukum yang menyandang hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat 
dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi 
dan keterangan terdakwa di persidangan, bahwa terdakwa yang melakukan 
tindak pidana dalam perkara ini adalah seorang Anak laki laki yang bernama 
I Gede Winata sebagaimana identitasnya telah di periksa dalam surat 
dakwaan jaksa penuntut umum, selama persidangan Anak mampu menjawab 
pertanyaan Hakim dengan baik dan benar. Sehingga Hakim menilai Anak 
tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian 
unsur setiap orang dalam putusan sudah terpenuhi. 
2. Unsur II 
Dengan sengaja artinya kesadaran sikap atau kesengajaan dari pelaku 
untuk melakukan tindakaan yang di kehendakinya dan mengetahui akan 
resiko yang akan terjadi setelah perbuatannya tersebut. Dimana terdakwa 
dengan sengaja mengajak Merliana bermain di rumah Jonathan yang dalam 
kondisi rumahnya sedang kosong, kemudian terdakwa mengajak Merliana 
untuk masuk ke kamar Jonathan. Mereka bertiga sedang asik menonton 
televisi di kamar Jonathan namun ketika Jonathan pergi ke kamar mandi 

































untuk buang air kecil terdakwa pun langsung menaiki tubuh korban dan 
merayunya untuk melakukan persetubuhan dengannya. 
3. Unsur III 
Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk 
anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
Melakukan tipu muslihat atau membujuk yang dapat di artikan sebagai 
perbuatan dengan merayu untuk berusaha meyakinkan seseorang bahwa 
yang di katakan benar dengan tujuan memikat hati seseorang. Bahwa 
Terdakwa telah membujuk dan merayu korban untuk melakukan 
persetubuhan dengannya, apabila korban tidak bersedia maka terdakwa tidak 
mau mengantarkan pulang. Terdakwa juga mencium telinga hingga leher 
korban sehingga korban terangsang dan mau melakukan persetubuhan itu 
dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.  
Kesimpulannya: 
Pada anak perempuan berusia kurang lebih enam belas tahun ini 
ditemukan luka memar dari gambarannya sesuai dengan luka akibat hisapan. 
Diketemukan tanda persetubuhan yang baru terjadi berupa robekan selaput 
dara, sesuai Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah  No : 
uk.01.15/IV.E.19/VER/472/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dan 
ditandatangani dr.Hengky, Sp. F, M. Beth. dokter pemeriksa pada Rumah 
Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar. 
Pada uraian diatas hakim dalam persidangan menjelaskan, bahwa 
majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan 

































pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan 
pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatanya. 
Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka hakim perlu 
memperhatikan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan 
memberatkan, adapun hal yang dapat meringankan diantanya: 
a. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatanya lagi 
b. Terdakwa mengaku belum pernah di hukum  
c. Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya. 
Sedangkan untuk hal yang memberatkan diantaranya: 
a. Perbuatan terdakwa menjadikan korban merasa trauma dan malu dengan 
masyarakat sekitarnya dan lingkungan sekitar. 
b. Terdakwa telah merusak masa depan korban 
c. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat. 
Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan hukuman kepada 
terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk 
anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan pidana penjara 1 
tahun masa percobaan 2 tahun serta biaya perkara Rp 2000 (dua ribu rupiah).  
 
Berdasarkan uraian putusan di atas maka penulis memiliki beberapa 
pendapat: 
1)  Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum ancaman 
pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena tindakan 

































tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang terkandung dalam 
undang-undang itu sendiri. Oleh sebab itu, seharusnya hakim mengikuti 
peraturan perundang-undangan sebagai acuan atau pedoman dalam 
penjatuhan pidana, jika hakim memilih rasa keadilan maka kapan 
adanya kepastian hukum dalam undang-undang tersebut, dan juga hal 
ini tercermin dalam asas legalitas, bahwa suatu tindakan harus 
berdasarkan hukum. Asas legalitas tercermin dalam pasal 1 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “sesuatu 
perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan 
perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”. Moeljatno 
menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian3.  
a) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan 
undang-undang  
b) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh  
digunakan analogi (qiyas) 
c) Aturan-aturan pidana tidak berlaku surut.  
selain itu dalam pasal 3 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
mengatur “peradilan dijalankan berdasarkan undang-undang ini” 
2) Jika dilihat dari sudut pandang diatas asas legalitas maka pertimbangan 
hakim dalam putusan ini tidak benar. Hukuman yang dijatuhkan oleh 
hakim tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, dalam pasal 81 
 
3 Andi hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 39 

































ayat 2, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dalam pasal tersebut sudah 
di jelaskan batas minimum serta maksimalnya. Namun dalam putusan 
tersebut terdakwa hanya di jatuhkan pidana penjara 1 tahun dengan 
masa percobaan 2 tahun terakhir. 
a) Jika melihat dari aspek kerugian yang dialami korban, hukuman 
itu tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku yang 
dimana korban mengalami luka robek pada selaput vagina serta 
mengalami trauma.  
b) Apabila di lihat dari segi hukuman yang diberikan oleh hakim 
yaitu bersifat mendidik dan cukup menjerakan bagi pelaku di 
bawah umur yang dimana pelaku masih ingin melanjutkan 
pendidikannya di tingkat SMK . 
 
 
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri 
Denpasar Nomor 32/ Pid.Sus.Anak /2016/ PN.Dps 
Kasus tentang tindak pidana membujuk anak melakukan pencabulan 
yang dilakukan oleh I Gede Winata dalam hukum Islam termasuk dalam 
zina, karena telah memenuhi unsur umum dari zina yaitu: 

































1. Persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis (yaitu seorang laki-
laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah)  
2. Masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan 
(seperti anak timba masuk kedalam sumur) 
Dalam hukum islam dan hukum positif berbeda pandangan mengenai 
zina. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah 
sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin 
atau belum kawin, dilakukan suka sama suka atau tidak. Dalam hukum 
Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan 
dianggap sebagai jarimah. QS Annur ayat 2: 












اِمُاَم  هۡنِ  مُٖدِحََٰوُ َّ  كُُ






َُنِ  مَُِينِمۡؤ  م
ۡ
لٱُ٢ُُ
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 
kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 
yang beriman” 

































Sebaliknya hukum positif tidak memandang setiap hubungan kelamin 
diluar nikah sebagai zina. Pada umumnya, yang dianggap sebagai zina 
menurut hukum positif itu hanyalah hubungan kelamin diluar pernikahan, 
yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau 
beristri saja, selain itu tidak dianggap sebagai zina, kecuali terjadi perkosaan 
atau pelanggaran kehormatan.  
Pedoman yang wajib dipegang oleh hakim dalam memutuskan perkara 
didalam fiqih jinayah adalah nash–nash yang qath’i dalalahnya (nash yang 
sudah pasti) dan qath’i tsubutnya (nash yang tetap), baik Al-Qur’an ataupun 
Sunnah dan hukum–hukum yang telah di ijma’ kan, atau yang mudah 
diketahui oleh agama.4 
Hukum Islam  mempunyai dasar (syariat) apabila didasarkan pada 
sumber-sumber syara’ seperti Al-Qur’an, As-Sunnah dan ijma’ atau 
undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri) 
seperti dalam hukum ta’zir. Adanya persyaratan tersebut, maka hakim tidak 
boleh memutuskan atau menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya 
sendiri walaupun berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan 
lebih utama dari apa yang ditetapkan.5 
Hukuman jarimah hudud apabila sudah dapat dibuktikan maka hakim 
hanya tinggal memutuskan dan melaksanakan hukuman sesuai dengan 
ketentuan yang ada dalam syara’, tanpa mengurangi, menambah atau 
 
4 Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiq, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: Pustaka  
Rizki Putra,1997), 62. 
5 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta:Sinar  
Grafika,2005),141 

































mengantinya dengan hukuman yang lain. Sedangkan dalam jarimah qishash 
dan diyat prinsipnya sama dengan jarimah hudud, hanya perbedaannya 
kalau korban memberikan pengampunan tersebut bisa dipertimbangkan 
oleh hakim sehingga keputusan hukum (vonis) dapat diubah. Dalam jarimah 
ta’zir hakim mempunyai kekuasaan yang luas, mulai dari memilih 
macamnya hukuman yang sesuai, sampai kepada yang memberatkan atau 
meringankan hukuman atau membebaskannya, karena dalam jarimah ta’zir 
hakim mempunyai kebebasan untuk berijtihad.6 
Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak 
dibawah umur, dapat dikenai hukuman had, akan tetapi apabila pelaku 
tindak pidana anak  dibawah umur  tidak dapat dikenakan had, karena syarat 
menjatuhkan had si pelaku sudah harus baligh. Sedangkan hukuman bagi 
anak dibawah umur dikenai hukuman ta’zir karena bersifat pendidikan dan 
mendidik anak kecil atau anak bawah umur diperbolehkan untuk mengarah 
pada kemaslahatan.7 Oleh karena itu, besarnya hukuman harus disesuaikan 
dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang 
diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang 
diperlukan untuk menjauhkan dari akibat-akibat bentuk dari perbuatan 
perbuatan jarimah. 
Dalam hukum pidana Islam tindak pidana yang dilakukan oleh 
terdakwa termasuk dalam kategori zina ghairu muhshan yaitu zina yang 
 
6 Ibid., 21 
7 A. Djazuli, Fiqih Jinayah, (Jakarta:Raja Grafindopersada, 1997),167. 

































dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang masih belum berkeluarga 
yang dihukum dengan hukuman 100 kali dera dan diasingkan selama 1 
tahun. Dalam jarimah zina telah ditentukan oleh ulil amri atau majelis hakim 
sesuai dengan syara’ yang telah diatur dalam Al-Qur’an dan hakim tidak 
dapat menambah atau mengurangi hukuman yang telah ditetapkan karena 
dalam jarimah hudud telah ditentukan oleh Allah, majelis hakim hanya 
menjalankan. 




































Dari uraian serta analisis yang penulis jelaskan diatas, dari 
penyelesaian penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam 
Terhadap Sanksi Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan 
Nomor 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps) maka penulis menyimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 32/Pid.Sus.Anak/2016/ 
PN.Dps   memperhatikan umur terdakwa yang masih terhitung di bawah 
umur serta memperhatikan berat ringannya hukuman yaitu hal yang 
memberatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama 
dan masyarakat, perbuatan terdakwa merusak masa depan korban yang 
masih sangat muda, mengakibatkan rasa malu serta trauma hal 
meringankan terdakwa belum pernah dihukum serta ingin melanjutkan 
pendidikannya. Namun jika ditinjau dari asas legalitas hukuman yang 
dijatuhkan kurang memberatkan. Tetapi jika di tinjau dari sisi lain 
hukuman itu bersifat mendidik cukup menjerakan dan mencegah untuk 
pelaku yang masih dibawah umur.  
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 32/Pid.Sus. 
Anak/2016/ PN.Dps tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan 
oleh anak terhadap anak di bawah umur masuk sebagai jarimah zina 
ghoiru muhṣhan yaitu diancam dengan hukuman dera sebanyak 100 kali 

































dan diasingkan selama 1 tahun hal ini sesuai dengan tindak pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa I Gede Winata yang masih belum terikat 
perkawinan atau lajang.  
B. Saran 
Hendaknya aparat penegak hukum lebih mengutamakan hak-hak 
korban tindak pidana pencabulan dengan memberikan hukuman yang 
seberat beratnya mengingat akibat tersebut sangat besar bagi korban dan 
umumnya masyarakat. 
Bagi orang tua agar lebih cermat dalam mengawasi anak dalam 
kelakuannya terutama dalam bergaul dan memilih teman, serta mendidik 
akan perbuatan yang boleh dan dilarang dilakukanya oleh anak. 
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